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PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA 
NOMOR 21 TAHUN 2008 

TENT ANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA NOMOR 24 TAHUN 2007 
TENT ANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATENLUWUUTARA TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UT ARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pemberian dana Bantuan Pelayanan 
Pendidikan Gratis, Program Pelayanan Kesehatan Gratis, dan Bantuan 
kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM untuk Nelayan Tahun Anggaran 
2008 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputuasan 
Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing nomor 2706/VII/Tahun 2008, 
20707 /Vll/Tahun 2008 dan 2858/VII/Tahun 2008, maka dalam rangka 
pelaksanaannya, dana bantuan dimaksud perlu dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan 
atau dalam Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Luwu Utara 
tentang Penjabaran APBD Luwu Utara, sernentara kegiatan dimaksud telah 
sangat rnendesak untuk dilaksanakan, rnaka dengan mendahului 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
-Utara Tahun Anggaran 2008 perlu rnelakukan Perubahan terhadap 
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten 
Dati II Luwu Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang- Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
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3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bnagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomomr 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2007; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2706/VII/Tahun 2008 
tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi 
Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Selatan; 

2. Keputusan Gubemur Sulawesi Sela tan Nomor 2707 /VII/Tahun 2008 
tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis bagi 
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan; 

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2858/VIl/Tahun 2008 
tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalarn 
Rangka Bantuan Kepada Nelayan atas Selisih Harga BBM (Solar) Tahun 
Anggaran 2008. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2007 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2008 

Pasal 1 

Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai 

berikut: 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 420.248.484.000,00 

b. Bertambah Rp. 9.358.848.300,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 429.607.332.300,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 442.832.180.265,02 
b. Bertambah Rp. 9.358.848.300,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 452.191.028.562,02 
(Defisit) setelah Perubahan Rp. (22.583.696.265,02) 

3. Pembiayaan tidak berubah Rp. 22.583.696.265,02 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. (0,00) 
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Pasal 2 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci Iebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 3 

Pcrubahan Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
2 akan clisesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan 
atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 
2008. 

Pasal 4 

Pcraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal, 19 Septnber 2ooe 

SE1',,L l 1 RlS D, ERAH 

��"<)-- • 
Ors. .A. CHAERUL PANGERANG 

Ditetapkan di Masamba, 
pada tanggal, 19 S11p .. e11ber 2008 
BUPATI LUWU UT ARA 

'I/ H �  M<fITY� 

BERTTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR: 21 

TELAH DIPERIKSA PARAF 

1. Sekretaris Daerah 

2. Asisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. .IF.4.. '. l.)�." .. . .  "" " . . .  )<!-,� 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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LAMPIRAN': PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

�OMbR 21 TAHUN 2008 
TANGGAL 19 :::eptember 2008 
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA OAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2008 

NOMOR 
URUT 

A 

1. 
I· I· 1. 1. 

1. 1 1. 

1 1 2. 
1 1 3. 

1. 1 4. 

1. 2. 
1 2. 1 

1. 2. 2. 
� 3 .  

1. 3. 
,. 3. 1. 

2. 
3. 

1. 3. 4. 
,. 3. 5. 

1 3 6. 

2. 

U R A I A N  

B  

PENDAPATAN DAERAH 

Pendapatan Asll Oaerah 
Pajak Oaerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengek>laan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 
Lain-Lain Pendapatan AIJi Oaarah � Sah 

Dana Pertmbangan 
Dana BaQi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan P,!jak 
Dana Ak>kasi Umum 
Dana Ak>kasi Khusus 

Lain-Lain P�tan Daerah �g Sah 
H I  be h 
Dana Darurat 
Dana Baci Hasil Paiak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 
Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus 
Bantuan Keuangan dari Piovinsi atau 
Pemelintah Daerah la!!}!!ya 
Sumbangan Pihak Ketlga 

BELAHJA DAERAH 

TAHUN ANGpARAN 2008 
"' BERTAMBAH/BERKURANG ANG GAR 

POK OK PERUBAH"l' Rp. % AN 
c 0 E F G 

Rp. 420.248.484.000,00 Rp. 429.607 .332.300,00 Rp. 9.358.848.300,00 2,2% 100,0% 

Rp. 14.054.593.000,00 _l!p. 14.054.593.000,00 Rp. 0,0% 3,3% 
Rp 2.678.100.000.00 Rp. 2.678.100.000,00 Rp . 0,0% 0,6% 
Rp 7.968.493.000,00 Rp. 7 .968.493.000,00 Rp. . 0.0% 1.9% 
Rp. 300.000.000,00 Rp. �.oo Rp . 0,0% 0,1% 

Rp. 3.108.000.000,00 Rp. 3.108.000_:.000,00 � . 
"·"" 

0,7% 

--- 

0,0% 92,3% Rp. 396.382.513.000,00 Rp. 396.382.513.000,00 Rp. . 
Rp 36.404.793.000,00 Rp. 36.404.793.000,00 Rp. . 

"·"" 
8,5% 

Rp 303.617.720.000,00 Re. 303.617.720.000,00 Rp. . �0% 70,7% 
Rp. 56.360.000.000,00 Rp. 56.360.000.000.00 Rp. . � �.1% 
Rp. 9.811.378.000,00 Rp. 19.170.226� R .  9.358.848.300,00 95,4% 4,5% 
Rp. 1.440.507 .000,00 Ro. 1.440.507.000.00 Rp. 0,0% 0.3% 
Rp. 1-f3.p. . Rp. . . 0,0% 
Rp. 8.370.871.000,00- Rp. 8.370.871.000 00 Ro. . 

"·"" 
1,9% 

Rp . Rp. . Rp. . . 0,0% 
Rp . Rp. 9.358.848.300,00 Rp. 9.358.848.300,00 . 2,2% 

Rp R_p . Rp . . 0,0% 

Rp. 442.832.180.265,02 Rp. 452.191.028.565,02 Rp. 9.358.848.300,00 2,1% 100,0% 

2. 1. 
2 1 1. 

2. 1 2. 
2. 1 3. 
2. 1 4. 
2. 1. 5. 
2. 1. 6. 

2. 1. 7. 

2 1. 8. 

2. 2. 
2. 2. 1. 
2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

BelanJ! Tidak Lan� 
BelanJa Pegawai Gaji PNS 
Belanja Bunga 
Belanja SubskS1 
Belanja Hibah 
Belan;a Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Haail kepada ProvinsilK.abupatenl 
Kata den Pemerintahan Cesa 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsil' 
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
Belanja Tidak Terduga 

BelanJa Langsung 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Rp. 191.898.873.619,00 Rp. 201.257.721.919,00 R.e:....___ 9.358. 848.300,00 
Rp. 161.101.626.200,00 Rp. 161.101.626 200,00 Rp. . 
Rp . Rp . Rp. . 

Rp . Rp. . Rp. . 
Rp 3.160.000.000,00 Rp. 3.160.000.000,00 Rp . 
Rp. 4.470.412.n1,oo Rp. 4.470.412.n1,oo Rp . 
Rp. 452. na.aoo,oo Rp. 452.na.aoo.oo Rp . 

Rp. 22.214.054.848,00 Rp. 31.572.903.148,00 Rp. 9.358.848.300,00 

Rp. 500.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. . 

Rp. 250.933.306.646,02 Rp. 250.933.306.646,02 Rp. 
Rp . Rp. . R_p. 
Re,__ . Ro. . R_p. 

.B.e,_ . Rp. . Rp. 

4,9% 44,5% 
0,.,.,. 35,6% 

- "·"" . 0."" 
0,.,.,. 0,7% 

"·"" 
1,.,.,. 

0,0% 0,1% 

42,1% 7.� 

0,0% 0,1% 

0,0% 55,5% 

D e f l s l t  .•..•....• Rp. (22.583.696.265,02) Rp. (22.583.696.265,02) Rp. 

3. PEMBIAYAAN DAERAH Rp. 22.583.696.265,02 Re. 22.583.696.265,02 Rp. 
3. 1. Penerimaan Pambi.ayaan Rp. 23.583.696.265J02 Re. 23.583.696.265,02 Ro. 
3 1 1. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya J Rp. 23 ..... 9.218.333,02 Ro. 23.449.218.333,02 Rp. 
-,---, 2. Pencairan Dana Caclangan Rp. . Rp. . Rp. 

3. 1 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. . Rp. . _l!p. 
yang Oipisahkan 

3. 1. •. Penerimaan P,ajaman Daerah Rp. . Rp. . Rp. 
3 1 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 134.4n.eJ2,oo Rp. t34.4n.e32.oo Rp 
3. 1 6. Penerimaan Piutang Daerah Rp . Rp. Rp 
3. 2. Pengeluaran Pemblavaan Rp. 1,000.000.000,DO Re,. 1.000.000.000.00 R .  

�  1. Pembentukan Dana Cada�an Rp. . Rp. . Rp,_ 
3. 2. 2. Penyertaan Modal (lnvestasl) Oaerah IJ!e,_ 1.000.000.000,00 Ro. 1.000.000.000.00 Rp. 
3. 2. 3. Pembayaran Pokok Utang Rp. . Rp. . J<e_._ 
3. 2. .. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. . �- . Rp. 

100,0% 

100,0% 

100,0� 
99,4% 
0,.,.,. 
0,0% 

0,0% 
0,6% 
0,0% 

�=�_,_100.0% 
o.o� 
00% 

SILPA Anggaran Tahun Berkenan... Rp (0,00) Rp (0,00) Rp 100,0% 

TELAH DIPERIKSA PARAF 

1. Sekretaris Daerah 

2. Asisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. �, . .D.�W& ... . . . . . . . . . . . . . . »» 
4  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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